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BAB III 
PENUTUP 
A. Simpulan  
 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 
didapat yaitu Prosedur dalam permohonan pailit terhadap PT Asuransi Bumi 
Asih Jaya oleh OJK belum memenuhi persyaratan dengan Peraturan Perundang-
undang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan masalah yaitu Pasal 50 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Khusunya 
dalam hal harus adanya permohonan Kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan 
untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. 
Dalam Putusan Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo 
No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. yang di putus oleh Hakim 
Pengadilan Jakarta Pusat sangat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
terkait  persyaratan pengajuan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Bumi 
Asih Jaya. 
 
B. Saran  
 Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran 
antara lain : 
  
71 
 
1. Diharapkan kepada para pelaku usaha jasa asuransi agar tidak melakukan 
kecurangan-kecurangan dalam menjalankan usaha perasuransian. 
2. Diharapkan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan agar lebih 
mengutamakan jalan non-litigasi yaitu melalui arbitrase dalam 
menyelesaikan suatu perkara kepailitan dalam Industri Perusahaan 
Perbankan. 
3. Diharapkan kepada para Hakim terutama dalam Pengadilan Niaga agar 
lebih dalam lagi menafsirkan suatu peraturan Perundnag-undangan 
sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan penafsiran yang dapat 
menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 
4. Perlu dilakukan penyempurnaan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 terkait dengan definisi utang yang masih 
menimbukan banyaknya perbedaan penafsiran untuk lebih diperjelas lagi 
baik secara luas maupun sempit. 
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